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ABSTRAK 
  Kecelakaan merupakan musibah yang tidak diharapkan siapapaun termasuk 

oleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD selaku pemimpin dalam melakukan penerbangan 

dari awal sampai ketujuan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaturan 

hukum tentang tanggungjawab tindak pidana terhadap kelalaian yang dilakukan 

oleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD yang patut bertanggungjawab karena jelas 

kecelakaan tersebut akibat kelalaiannya yang berkeadilan bermartabat. 

Menggunakan Metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana 

kelalaian Pilot TNI-AD secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Peradilan Militer.Jika pelakunya adalah  Pesawat Pilot Sipil berlaku 

ketentuan ICAO dan Domestik  seperti Indonesia  adalah Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2019 Tentang Penerbangan,khusus peringatan yang telah diberikan dari 

semua pihak yang terakhir dalam melaksanakan berbagai macam peraturan 

penerbangan yang ada sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi akibat Pilot  

 

Kata Kunci : Pilot TNI-AD,Penerbangan Domestik,Pertanggungjawaban Pidana 

  

PENDAHULUAN 

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara 

untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau 

lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar 

udara.1 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

angkutan udara terbagi dalam beberapa jenis, yaitu : 

1. Angkutan udara dalam negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga 

untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara 

lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Angkutan udara luar negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk 

melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke 
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bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan sebaliknya. 

3. Angkutan udara niaga, adalah angkutan udara untuk umum dengan 

memungut pembayaran. 

4. Angkutan udara perintis, adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam 

negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk 

menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum 

terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum 

menguntungkan.2Sebagai negara kepulauan,yang terdiri atas 5 pulau 

besar, ratusan pulau sedang serta ribuan pulau kecil dipersatukan laut dan 

angkasa menjadi negara. 

Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus 

mengcu pada norma-norma hukum internasional maupun domestik untuk 

keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara maupun barang-

barang yang diangkut. Di mana penyelenggaraan penerbangan sipil tersebut diatur 

dalam berbagai konvensi-konvensi internasional. Berdasarkan ICAO (Internasional 

Civil Aviation Organiation) pesawat udara terdiri dari Pesawat Sipil adalah pesawat 

terbang atau pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut peneumpang sipil  

beserta bagasi dan kargo (dengan kapasitas tertentu) dan Pesawat Militer adalah 

pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer seperti pesawat tempur ,pesawat 

tempur latih,pesawat angkut,pesawat pendukung,pesawat pengintai seperti 

helikopter yang biasanya digunakan untuk misi perdamaian yang tidak diatur dalam 

ICAO. Seperti Prepres Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Pesawat Tempur IF-X. dan 

Undang-Undang Nomor 1Tahun 2009 Tentang Penerbangan namun tetap wajib 

memenuhi persayaratan untuk menjadi pilot1. Dalam pengangkutan udara dikenal 

suatu istilah Pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat udara. Sesuai 

ketentuan ICAO pilot pesawat sipil bertanggungjawab ketentuan yang ada di ICAO. 

Sedangkan tanggungjawab pilot TNI-AD pesawat udara tidak diatur dalam 

peraturan domestik namun tetap wajib memenuhi persyaratan seorang pilot.Dalam 

 
1 Indonesia,Undang-undang Penerbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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konteks tanggungjawab untuk peristiwa pidana tanggungjawab pilot pesawat pilot 

pesawat sipil yang dimuat dalam ICAO2. Kecelakaan pesawat udara merupakan 

fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat, karena pada saat ini 

penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak 

digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat 

penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan 

menimbulkan konsekuensi hukumnyaSehubungan dengan hal diatas terdapat kasus 

piolt pesawat militer yang mengalami kecelakaaan. Kecelakanan adalah suatu yang 

tidak diharapkan pada semua manusia termasuk dalam kecelakaan pengangkutan 

pesawat udara terutama kecelakaan pada pesawat militer (Helly Bell 412 HA-5170) 

Angkatan Darat yang dilakukan oleh Pilot Personil TNI-AD yang terjadi di 

Pegunungan Arwanop Kabupaten Timika di daerah Hukum Pengadilan Militer II-

10 Jaya pura. 

Atas dasar tersebut diatas penulis tertarik untuk menganalisis tesis yang 

berjudul  “Penegakkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pilot Personil Tni-Ad Atas 

Kelalaian Yang Menyebabkan  Cederanya Orang Lain”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian empiris yaitu menyajikan dan menganalisa fakta atau peristiwa 3 yuridis 

berupa terjadinya kecelakaan oleh pilot sipil dan pilot TNI-AD, dianalisa 

berdasarkan KUHP maupun UU No.1 tahun 2009 Tentang penerbangan. Sumber 

data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu peristiwa kecelakaan 

pesawat Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD Helly Bell 412 HA 5170 dan data sekunder 

yaitu Studi Pustaka, baik berupa ketentuan UU, KUHP dan putusan pengadilan4. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dapat 

diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 
2 ICAO (Intrnational Civil Avation Organization) ,PBB,New York ,Amerika  Serikat 1947 
3 Saefullah Witadipradja,Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

Hukum,Cet 2,(Bandung,CV Keni  Media, hlm 5,2015) 
4 Indonesia, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Jakarta,2021 
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1. Bagaimana pengaturan tanggungjawab pilot dalam penerbangan sipil dan 

militer dalam kecelakaan penerbangan sesuai hukum internasional dan 

nasional ? 

2. Bagaimana penerapan keputusan analisis yuridis hakim terhadap sanski 

pidana penjara menurut teori keadilan  terhadpa pilot personil TNI-AD pada 

pesawat Helly Bell 412 HA 5170 ? 

 

PEMBAHASAN 

Kecelakaaan pesawat udara merupakan peristiwa hukum pengangkutan 

berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi 

sebelum,dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan sehingga 

menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa atau hilangnya mata pencaharian bagi 

pihak penumpang, pemilik barang atau pihak pengangkut.Kecelakaan pada 

dasarnya dapat dicegah dengan menerapkan cara-cara pengendalian yang cocok 

apalagi banyak kecelakaan dapat diprediksi melalui metode-metode tertentu. 

Sementara itu akibatdari kecelakaan lebih sulit diperkirakan dan diatasi hal ini 

karena banyak faktor yangdapat mempengaruhinya, seperti : kondisi fisik dan 

mental korban kecelakaan dan lainnya. Oleh sebab itu, konsentrasi sebaliknya 

diarahkan kepada pencegahan terjadinya kecelakaan,bukan pada akibatnya . Untuk 

mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan pesawat di satu sisi dan untuk 

menjamin sistem penerbangan yang nyaman, aman, efektif dan efisien UU RI no. 

1 tahun 2009 tentang penerbangan telah sedemikian rupa mengatur standar 

keselamatan dan keamanan penerbangan. Pasal 1 (48) yang dimaksud dengan 

keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan 

keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, 

angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum 

lainnya. Selanjutnya keamanan penebangan adalah suatu keadaan yang 

memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum 

melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur, 

pasal 1 (49). 
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Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Pesawat terbang Menurut Dr 

Mardanis menyebutkan secara umum ada dua pemicu utama terjadinya kecelakaan 

pesawat terbang. Pertama, “tingkah laku manusia” yang membahayakan 

penerbangan (unsafe action) dan kedua, adanya"kondisi" yang membahayakan 

penerbangan (unsafe condition) atau kombinasi keduany kecelakaan pesawat 

terbang. Pertama, “tingkah laku manusia” yang. Apabila dirinci lebih lanjut 

penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang sebagai berikut:Masalah 

Perawatan Pesawat Udara (Maintenance), Faktor Cuaca, Faktor lingkungan,Peran 

Awak Pesawat Terbang 

Aspek Hukum Pidana Peristiwa Kecelakaan Pesawat Tindak Pidana 

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku 

sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Moeljatno 

menyebut istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana dengan alasan bahwa 

perbuatan pidana berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana 

diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Masalah pertanggung jawaban 

pidana erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena itu pertanggungjawaban 

pidana dalam sistem hukum di Indonesia menganut asas yang menyatakan dengan 

tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan”maksudnya untuk menentukan apakah 

seorang pelakutindak pidanadapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, 

akan dilihat apakah orang tersebut pada saatmelakukan tindak pidana mempunyai 

kesalahan. Kesalahan diartikan sebagai keadaanpsykis tertentu pada orang yang 

melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antarakesalahan tersebut dengan 

tindak pidana yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang 

tersebutdapat dicela karena, melakukan tindak pidana. Kesalahan itu sendiri ada 

dua macam, yang pertama adalah kesengajaan (dolus) dan yang kedua adalah 

kelalaian/kealpaan (culpa). Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada 

pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur 

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindak pidana 

yang dilarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut 
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melanggarhukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 

orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggung jawaban. 

Pertanggung jawaban Pidana 

Pembicaraan mengenai pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan 

dari pembicaraan mengenai tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung 

jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis 

sering menggambarkan bahwa dalammenjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” 

dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Pertanggung jawaban pidana 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa 

dipertanggung jawabkan atas suatu tindak (kesalahan) yang terjadi atau tidak. F.Y. 

Kanter dan S.R. Sianturi mengartikan pertanggung jawaban pidana (crimianal 

responsibility) dengan istilah “Tangan dijinjing bahu memikul” maksudnya 

seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Sifat 

dan pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mutlak melainkan dibatasi oleh 

UU.Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang sentral dalam hukum 

pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektifyang diikuti oleh 

unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana 

merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan 

adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). 

Pertanggung jawaban Pidana Kapten Penerbang (Pilot Flying) dalam Hukum 

Pidana 

Ketentuan hukum pidana dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit 

sistem pertanggung jawaban pidana kapten penerbang dalam peristiwa kecelakaan 

pesawat yang dialaminya. Namun ada beberapa pasal dalam KUHP dapat 

diterapkan dalam peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi karena 

kelalaian/kealpaan manusia seperti : 

• Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 

lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan atau 

kurungan paling lama satu tahun. 
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• Pasal 360 (1). Barangsiapa karena kealpannya menyebabkan orang lain 

mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 

• Pasal 479f. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 

mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak 

pesawat udara dipidana: 

a. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika 

karena perbuata itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain. 

b. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk 

selama-lamanya dua puluh tahun jika karena perbuatan itu 

mengakibatkan matinya orang. 

• Pasal 479g. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara 

celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:                                    

Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan 

itu mengakibatkan matinya orang. 

• Pasal 359 KUHP merupakan pasal yang mengatur perbuatan pidana 

kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan matinya orang 

laindan pasal 360 KUHP merupakan pasal yang mengatur perbuatan pidana 

karena kealpaan yang menyebabkan luka berat orang lain. Kemudian pasal 

361 KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang 

karena profesinya dan menyebabkan orang lain luka berat bahkan 

meninggal dunia. Dalam peristiwa kecelakaan pesawat terbang Boeing 737-

200 Garuda Indonesia GA-200 di Yogyakarta orang yang dapat dinyatakan 

bertanggungjawab adalah Pilot,kepadanya dapat didakwa dengan pasal-

pasal diatas. Selain pasal pasal dalam KUHP, UU RI no.1 tahun 2009 juga 

mengatur ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada kapten penerbang 

yang pesawatnya mengalami kecelakaan yaitu : 

• Pasal 411. Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau 

mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat 

udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta 

benda milik oang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta ruipiah). 

• Pasal 413 : 

(1) Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa memiliki 

sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

• Pasal 438 : 

(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya 

atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang 

menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit 

pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 

sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta 

benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun. 

Dalam peristiwa kecelakaan pesawat,Pilot personil TNI-AD pada pesawat 

Helly Bell 412 HA 5170 Oditur menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP dan 

tidak menggunakan ketentuan pidana dalam UU RI no.15 tahun 1992 tentang 

penerbangan sebab kualifikasi perbuatan pidana yang ada dalam diri kapten 

penerbang telahmemenuhi kualifikasi unsur perbuatan pidana yang diatur dalam 

UU no.15 tahun 1992. 

Pertanggungjawaban Pilot TNI-AD yang menggunakan  Pesawat Udara 

Milier  Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (Pilot 

Error) Menurut UUNo.1Tahun 2009 

Peristiwa kecelakaan umumnya ditangani oleh Komite Nasional 

Kecelakaan Transportasi Udara (KNKTU). KNKTU lalu melakukan investigasi 
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dan penelitian untuk menentukan faktor-faktor sebab terjadinya kecelakaan 

transportasi udara serta penyiapan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan 

keselamatan transportasi udara dengan penyebab yang sama. Hasil sementara 

KNKTU menyatakan pesawat Garuda Indonesia mendarat keras.Dalam proses 

investigasi tersebut KNKTU juga mengadakan kegiatan pembacaan kotak hitam 

(black box) bekerja sama dengan negara lain tepatnya kejadian berlangsung seperti 

Australia dan Amerika Serikat. Kotak hitam atau black boxadalah sekumpulan 

perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk kepada 

perekam data penerbangan (flightdata recorder, FDR) dan perekam suara kokpit 

(voice recorder, CVR) dalam pesawat terbang. Fungsi dari black box atau kotak 

hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dengan Air Traffic 

Controller(Pengawas Lalu Lintas Udara) atau ATC serta untukmengetahui tekanan 

udara dan kondisi cuaca selama penerbangan.Data KNKTU menyebutkan 

kecelakaan pesawat 70% (tujuh puluh persen) karena human error atau kesalahan 

dari manusianya. Fakta yang terungkap bahwa “Kapten Penerbangan (pilot) 

Nuryanto yang tergolong sudah senior di pesawat personil TNI-AD telah mengikuti 

medical checkup dan professional yang memiliki jam terbang lebih dari 15 ribu jam 

terbang” diduga telah melakukan kesalahan. Indikasi itu terlihat pada saat 

pendaratan yang agak menukik dan mendarat dengan keras (hard landing). Ada 

keraguan pada diri kapten penerbang sehingga pesawat sempat dua kali mau naik 

lagi setelah roda pesawat menyentuh landasan.Oditur Militer melakukan investigasi 

untuk menyelidiki kemungkinan adanya indikasi tindak pidana dalam peristiwa 

kecelakaan tersebut. Hasil investigasi yang dilakukan menyebutkan bahwa diduga 

adanya kelalaian/kealpaan yang dilakukan oleh kapten penerbang dalam 

mengoperasikan pesawat. Hasil penyelidikan Ouditur Militer kemudian di 

tindaklanjuti dengan penyidikan. Proses penyidikan selesai Ouditur Militer 

membuat surat dakwaaan atas nama Terdakwa kapten Penerbang (pilot) Nuryanto 

dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer II-10 Semarang agar diadakan 

pemeriksaan untuk itu.Dalam surat dakwaan jaksa Ouditur Militer tertanggal 15 

Desember 2015 No. REG. PKR: 49-K/ PM.II-10/ AD/ XI/ 2015, terdakwa di dakwa 

dengan surat dakwaan yang dibuat secara alternatif komulatif yaitu terdakwa 
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meloanggar ketentuan:Pasal 25 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 telah 

melakukan tindakkan Pidana “Barang siapa secara bersama-sama karena 

kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul 

penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu 

tertentu “.Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 

huruf (a) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

Hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut yang disimpulkan dari 

keterangan saksi-saksi, para ahli, terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim yang 

di ketuai oleh Surjadi Sjamsir Andini; SH,MH menyimpulkan bahwa terdakswa M 

Nuryanto dan Frydo Cemson Nikko,telah melakukan kealpaan/kelalaian yaitu tidak 

melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbangan.mberitahukan 

Pilot Monitoring Gagam Saman Rohmana adanya kelainan yaitu ketika pada 

ketinggian 4000 feet terdakwa merasakan adanya kelainan pada control column 

karena merasa turun terus dan sulit dinaikkan. Padahal dalam penerbangan berlaku 

filosofi “ Two Man Cockpit Crew Coordination” yang berarti dalam menerbangkan 

pesawat tidak bisa sendiri melainkan harus kerja sama berdua antara Pilot Flying 

(PF) dan Pilot Monitoring (PM) dalam menjalankan misi penerbangan dengan cara 

saling menginformasikan.Majelis Hakim melalui putusannya No.49-K /PM.II-

10/2015 menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana, karena kealpaannya menyebabkan ekor pesawat terbakar 

sehingga tidak dapat di pakai atau rusak, mengakibatkan luka-luka pada orang dan 

menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 360 

ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 huruf (a) serta 

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  Oleh karenanya Majelis 

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pilot Nuryanto dan Co Pilot Frydo 

Cemson Nikko dengan pidana penjara selama 2 bulan, Tidak usah di jalani kecuali 

jika kemudian hari ada perintah lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan 

kejahatan  atau pelanggaran hukum disiplin militer sesuai dengan UU Nomor 25 

tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tidak mencukupi suatu syarat yang 

ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4(empat) bulan tersebut 

belum habis. 
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Kesimpulan 

Wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga 

keselamatan  penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yaitu 

setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikan udara. 

Kelaikan udara ini dibuktikan dengan adanya sertifikat kelaik udaraan yang 

diperoleh setelah lulus pemeriksaan dan pengujian  kelaikan udaraan sesuai yang 

diaturdalam Pasal 34 ayat (1)Undang- Undang ini.Sertifikat kelaik udaraan  juga 

wajib dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 

untuk kegiatan angkutan udara.Implikasi dari  adanya lisensi yang telah diperoleh 

oleh personel pesawat udara wajib melakukan antara lain: melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan ketentuan di bidangnya; mempertahankan kemampuan yang 

dimiliki;dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berdasarkan hukum  

pengangkutan udara, pilot sebagai salah seorang personel penerbangan  dapat 

menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu kecelakaan pesawat udara. 

Namun tanggung jawab pilot dalam hukum pengangkutan udara masihdisandarkan 

pada konvensi-konvensi internasional tentang pengangkutan udara yang mengatur 

mengenai tanggungjawab pengangkut. Dengan demikian tanggungjawab  pilot 

secara umum diatur dalam hukum perburuhan dan kontrak kerja.Maka hal ini 

berimplikasi, ketentuan-ketentuan pidana tidak  dapat dikenakan terhadap pilot 

dalam suatu kecelakaan pengangkutan udara kecuali ada bukti bahwa dia telah 

melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh undang- undang atau 

peraturan perundang- undangan lainnya yang sudah   berlaku baik yang bersifat 

umum maupun khusus seperti pilot TNI-AD.  
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